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ABSTRACT

T1is study examines the seizure of the assets convicted of corruption in the perspective of judicial cor-
ruption. Issues raised whether one's possessions were found guilty of corruption can be confiscated
for the benefit of the State? and how the legal mechanisms against the confiscation of a person convicted
of corruption in the judicial perspective of corruption? Using normative method with steps description,
systematization and explanation of the content of positive law in depth by using an approach concepts,
approaches and analyzes legislation systematic synchronization.

Returns of state assets to corruption is not easy to do. In Indonesia, corruption has led to large losses
of state finances. Mechanisms or procedures that can be applied in the process of recovering assets fiom
corruption could be; return on assets through criminal, civil, administrative or political. The mechanisim
of recovering asscts from corruption in law enforcement, include; return on assets through confiscation
of assets without punishment, and voluntarily. Mengembalian assets for proceeds of corruption when
required to take the path outside the criminal prosecutor as the state attorney implement mechanisms to

civil, administrative and political diplomacy.

Keywords: Deprivation of property, proceeds of corruption

PENDAHULUAN

Di dalam ilmu hukum dikenal adanya sistem
pemidanaan di Indonesia baik yang bersipat
pidana umum maupun pidana khusus, dalam
pidana khusus antara lain diatur dalam UU No. 31
Tahun 1999 sebagainana direbah dengan UU No.
20 Tahun 2001 tenlang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (sclanjutnya disebut UUTPK).
Dalam UUTPK diatur tentang perampasan barang
bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak atau perampasan aset
yang merupakan hukuman tambahan dari pidana
pokok berupa pidana penjara danatau denda . Olch
karena itu, sifat dari perampasan aset ini adalah
sanksi atau hukuman tambahan yang dibarengi
dengan sanksi pidana lainnya, bukan perampasan
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asct tanpa pemidanaan. Akan tetapi, dalam
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. | Tahun
2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dapat
dilakukan perampasan aset yang tidak diketahui
siapu pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil
tindak pidana pencucian uang .

Pada dasarnya dalam sistem  hukum
pemidanaan di Indonesia sendiri dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang
dikenal adalah perampasan barang sebagai salah
satu pidana (hukuman) tambahan sebagaimana
discbut dalam Pasal 10 KUHP. Int artinya,
perampasan barang bergerak yang berwwjud
atau yang tidak berwujud atau barang tidak
bergerak (perampasan aset) merupakan hukuman
tambahan yang dapat dijatuhkan bersamaan

dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan
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atau denda. Aturan lain soal perampasan asct
sebagai hukuman tambahan diatur dalam Pasal
3 UUTPK. Terkait Pasal 3 UUTPK ini, Pasal
17 UUTPK menentukan: Selain dapat dijatuhi
pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 5 s.d Pasal 14, terdakwa dapat
dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18. Adapun yang disebut dalam Pasal
18 ayal (1) huruf a UUTPK soal pidana tambahan
adalah pidana tambahan selain pada KULIP.

Untuk mengembalikan vang hasil korupsi,
pclaku tindak pidana korupsi dijerat dengan
UUTPPU dan Pasal 18 UUTPK . Penyidikan
TPPU tersebut juga didukung oleh Pusat Pelaporan
Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan
lembaga sentral yang independen dan bebas dari
campur tangan dan pengaruh dari kckuasaan
manapun yang ditugasi untuk mengkoordinasikan
pelaksanaanupayapencegahan danpemberantasan
tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Penyitaan  terhadap harta kckayaan  para
pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan pro
dan kontra terutama di kalangan ahli hukum.
Dengan  korupsi ratusan miliar pelaku tindak
pidana korupsi paling hanya dihukum tidak lebih
dart lima tahun. Selesai menjalani masa hukuman,
mercka masih dapat hidup mewah menikmati
hasil

korupsinya, ini jelas mencederai rasa

keadilan masyarakat, akan tetapi sikap kontra
juga terhihat ketika saat KPK akan menyita mobil
yang menjadi tersangka kasus korupsi kuotw impor
daging mendapat perlawanan dengan alusun KPK

tidak membawa surat penyitaan.

dalam Pasal 74 UU "1PPU
disebutkan bahwa penyidikan TPPU dilakukan

ICetentuan

oleh penyidik pidana asal, dalam penjclasan
Pasal 74 yang dimaksud dengan penyidik pidana
asal yang berwenang menangani penvidikan
TPPU, selain Polisi dan Jaksa diantarauyu adalah
penyidik KPK, Badan Narkotika Nasional (I3NN),
serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan di mana penyidik tindak
pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU
apabila menemukan bukti permutaan yang cukup
terjadinya TPPU saatmelakukan penyidikan tindak
pidana asal sesuai kewenangannya. Bagaimana
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TPPU,
undang tidak mengatur sccara khusus masalah

prosedur penyitaan perkara undang-
penyitaan dalam penanganan perkara TPPU. Ini
berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Namun apabila
masih ada kekayaan yang belum disita, UUTPPU
memberikan kewenangan kepada hakim untuk
memerintahkan jaksa penuntut umum melakukan

penyitaan aset .

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHAP)
tindakan hukum penyitian mendahului tindakan

Acara mengatur  bahwa
hukum perampasan. Schingga penyitaan dalam

sistem hukum pidana  Indonesia merupakan

tindakan sementara  penyidik  menempatkan
benda di bawah kekuasaanya yang di dalam Pasal
1 angka 16 mengatur bahwa penyitaan dilakukan
untuk kepentingan pembuktian. Kemudian dalam
Pasal 38 ayat (1) Pcnyitaan hanya dapat dilakukan
oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan
Negeri setempat dan ayat (2) nya mengatur
apabila tidak mungkin untuk mendapatkan surat
izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan
penyitaan hanya atas benda bergerak dan segera
melaporkan kepada kctua Pengadilan Negeri
setempat. Sebelum  melakukan  penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara
TPPU disidang pengadilan, apakah penyidik
tindak pidana asal harus membuktikan terlcbih
dahulu tindak pidana asalnya. Untuk hal ini
jika diperhatikan ketentuan Pasal 69 UU TPPU
jawabannya tidak, scbab menurut ketentuaan
Pasal 69 UUTPU proscdur penyidikan dan
penuntutan TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih

dahulu tindak pidana asainya.

Pertanyaan  sclanjutnya  dengan  tidak
perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana
asalnya, apakah dapat dinilai hal terebut sebagai
pelanggaran FHak Asusi Manusia (HAM)?. Hal
ini mengingat pada prinsipnya dalam Pasal 18
ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
setiap orang yang ditahan, dan
dituntut karcna disangka melakukan sesuatu
tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah,
sampat

ditungkap,

dibuktikan kesalahannya secara sah
dalam suatu sidang pengadilan. Terkait penyitaan



harta kckayaan, konstitusi memberikan jaminan
perlindungan konstitusional tiap warga ncgara atas
haknya untuk memiliki harta kekayaan. Jaminan
perlindungan itu diatur pada Pasal 28G ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan: “Sctiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kchormatan, martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi”. Selanjutnya dalam Pasal 28H ayat (4):
“Sctiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi
dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih
secara sewenang-wenang oleh siapa pun” .

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan isu sentral yang diuraikan di
atas, maka permasalahan yang perlu diteliti dapat
dirumuskan sebagai berikut:

I.  Apakah harta dari hasil korupsi scseorang
yang terbukti melakukan tindak pidana
korupsi dapat dirampas untuk kepentingan
negara?

2. Bagaimana mekanisme hukum terhadap
perampasan harta dari hasil korupsi seseorang
yang terbukti melakukan tindak pidana
korupsi dalam perspektif peradilan tindak

pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif
dengan langkah-langkah deskripsi, sistematisasi
dan cksplanasi terhadap isi hukum positif secara
mendalam  dengan menggunakan pendekatan

konscp  (conceptual approach), pendekatan
undang-undang (normative approach),

pendckatankasus (case approach) dan pendekatan
perbandingan (comprative approach; Kemudian
di analisis dan di sinkronisasi secara sistcmatis.

PERAMPASAN HARTA PELAKU KO-
RUPSIUNTUKKEPENTINGAN NEGARA

Pengaturan Perampasan Harta Pelaku
Tindak Pidana Korupsi Dalam Perun-
dang-Undangan

Perampasan 'larta Terpidana Korupsi ... (Tri Raharjanto)

Upaya untuk membuat “corruption doesn't
pay” telah dilakukan dengan berbagai cara,
baik dalam atmosfir proses pembentukan dan
penegakan hukum (law making process and law
enforcement process) di Indonesia . Dalam hukum
pidana Indonecsia, upaya untuk “menghalangi”
atau “menuntup kemungkinan” para pelaku
kejahatan (termasuk koruptor) menikmati hasil
kejahatannya, telah dilakukan dengan berbagai
cara. Dalam tataran filosofis secara terbatas
mengenai hal ini tclah pula menjadi pemikiran
para pemikir-pemikir tua seperti Jeremy Bentham
. Sedangkan sccara pragmatis, hal itu dapat
dilakukan dalam proses acara, misalnya dapat
dilakukan dari scjak awal berupa penyitaan
menurut Pasal 39 KUHAP atau pemblokiran
sesuai Pasal 32 UU No. 15 Tahun 2002 jo UU
No. 25 Tahun 2003, ataupun pembekuan rekening
menurut Pasal 42 UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No.
10 Tahun 1998. Sclain itu, dapat juga dilakukan
dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai
tindak pidana yang berdiri sendiri.

Kriminalisir perbuatan penadahan
sebagaimana diatur Pasal 480, 481 dan 482
KUHP uvang (moncy
laundcring) sepertt yang dirumuskan dalam UU
No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003.
Selain itu, upaya membuat pelaku kejahatan

ataupun  pencucian

tidak dapat “menikmati” hasil perbuatannya juga
merampas barang-barang tertentu yang diperolch
atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai
pidana tambahan selain pidana pokok seperti
penjara dan denda menurut Pasal 10 jo Pasal 39
KUHP. Bagi tindak pidana korupsi, bal ini dapat
juga dilakukan terhadap perampasan harta benda
yang tidak dapal dibuktikan sebagai bukan dari
hasil tindak pidana korupsi (Pasal 38 B UU No.
31 Tabun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) dan
masih ditambah lagi dengan pembayaran uang
penggati yang nilainya setara dengan kerugian
keuangan negara akibat perbuatannnya Pasal 18
ayat (1) UUg No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20
Tahun 2001. Namun demikian, seluruh ketentuan
di atas belum benar-benar membuat corruption
doesn’t pay, mengingat umumnya hanya berlaku
dalam yurisdiksi hukum Indoensia.
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Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Ko-
rupsi dan Kaitannya dengan Pencucian Uang

untuk meratifikasi
terkait
pengembalian

Kesediaan Indonesia
UNCAC 2003,
ketentuan-ketentuan

khususnya dengan
tentang
aset hasil korupsi, masih menghadapi sejumlah
kendala,

kesiapan hukum positif. Dalam hal Indonesia

termasuk kendala yuridis tentang
sebagai “negara yang diminta” mengembalikan
aset secara langsung misalnya, masih harus dikaji
tentang kemungkinan legal standing pihak peminta
yang notabene adalah suatu negara. Dalam hukum
acara perdata Indonesia, gugatan dapat diajukan
terhadap orang atau badan hukum yang bertempat
tinggal/berkedudukan di  Indonesia ataupun
dalam hal sengketa terhadap aset yang berada di
Indonesia. Baik oleh penggugat yang merupakan
penduduk/berkewargancgaraan Indonesia atau-
pun orang asing. Dalam hal ini dasar dari gugatan
adalah
(onrechtmatigedaad) sebagaimana
dalam Pasal 1365 KUHAPcrdata.

adanya perbuatun melawan hukum

ditentukan

Terlebih lagi juga perlu pengkajian tersendiri
dalam hal penggugatnya adalah “suatu negara”.
Padahal Pasal 53 UNCAC 2003, mewajibkan
suatu negara

untuk  membangun konstruksi

hukum nasionalnya, dimana memungkinkan
negara lain dapat mengajukan gugatan perdata,
menuntut ganti kerugian, dan meletakkan sita,
pada pengadilan-pengadilan negara tersebut,
dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi
yang berada atau ditempatkan di negara tersebut
secara langsung, bukan dalam kerangka kerjasama
government to government. Sementaraitu, gugatan
perdata untuk mengeinbalikan kerugian keuangan
negara akibat tindak pidana korupsi adalah
gugatan perdata yang bersifat khusus yang diatur
dalam hukum pidana korupsi, dan bukan gugatan
perbuatan melawan hukum secara umum. Dalam
hal ini mekanisme keperdataan yang diatur dalam
KUHAP. Ada sifat lex specialis dalam Pasal 32
UU No. 31 Tahun 1999 apabila dihadapkan pada
Pasal 1365 BW yang bersilat lex generalis.

UNCAC 2003, bukan hanya berdampak pada
keharusan mereformasi hukum pidana (korupsti),
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bahkan lebih jauh lagi juga berbagai ketentuan
dalam hukum perdata, baik materil maupun
formilnya (acara). Sementara itu, ketika Indonesia
adalah “negara yang meminta” pengembalian aset
hasil korupsi juga masih memiliki kendala yuridis.

Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf c,
Pasal 12 ayat (1) huruf h, Pasal 38 dan Pasal
41 UU No. 30 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayal (2)
KUHAP, KPK berwenang melakukan kerjasama
intcrnasional untuk tujuan penyitaan. Jelas KPK
hanya kompeten kerjasama internasional paling
jauh berkenaan dengan penuntutan- pidana dan
tidak kompeten melakukan eksckusi putusan
yang mcnjadi inti utama asset rccovery apalagi
melakukan gugatan perdata sama sckali tidak

berwenang.

Kcjaksaan berwenang di bidang perdata
dan tata usaha negara untuk bertindak untuk
dan atas nama negara atau pemerintah, tctapi
jika hal itu dilakukan dalam kerangka kcrjasama
internusional  menjadi  persoalan  (crscadir
karena Undang-Undang Kejaksaan sama sekali
tidak mewadahi kemungkinan international
cooperation, Pasal 9 UU No. | Tahun 2006 tentang
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
justru Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang
permintaan bantuan kepada negara lain. Belum

memonopoli kewenangan mengajukan
lagi scperti layaknya kerjasama internasional
pada wmumnya, Departemen Luar Negeri juga
mempunyai  kewenangan tertentu  berkenaan
dengan hal ini. Selain itu, sifat khusus dari
kerjasama internasional dalam pengembalian aset
hasil undak pidana korupsi berdasarkan UNCAC
2003, mengharuskan pengkajian kembali berbagai
payung hukum, baik Undang-Undang Ekstradisi,
atau  Undang-Undang Bantuan Timbal Balik
Dalam Bidang Pidana, mapun berbagai peraturan
perundang-undangan lainnya yang memberikan
kompulensi kepada pibak tertentu melakukan
kerjasama ianternasional. Diperlukan pengkajian
apakall  lembaga-lembaga yang
terscbut mempunyai sumberdaya memadai, baik
untuk “meminta” maupun dalam hal “diminta”,

berwenang

bantuannya berkenaan dengan masalah-masalah
yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.



Jangan sampai ketidaksiapan lembaga yang
bersangkutan berdampak pada ditempatkannya
Indonesia sebagai “non cooperative country”
ataupun berdampak kontra produktif terhadap
upaya pemberantas korupsi di tanah air.

Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Dalam Berbagai Negara

Menurut ketentuan Pasal 10 sub-b KUHP,
perampasan adalah pidana-tambahan, yang diatur
lebih lanjut melalui Pasal 39 sampai Pasal 42
KUHP dan Pasal 194 KUHAP. Caranya adalah
diputuskan bersamaan dengan putusan bersalah
terdakwa pelaku korupsi dan yang dirampas
merupakan aset yang terbukti hasil, digunakan,
atau punya hubungan langsung dengan korupsi
dan telah disita. Bagaimana kalau terdakwa tidak
terbukti bersalah atau memang terbukti bersalah
tetapi aset yang disita terbukti tidak berasal
tidak dibuktikan dari/digunakan/
punya hubungan dengan korupsi. Upaya global

atau dapat
sejak tahun 1997 mencapai puncaknya dengan
lahirnya United Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) tahun 2003. Dunia juga
telah memandang korupsi sebagai  “trans-
national crime’ (United Nations Convention
Against Transnational Crime — UNTOC 2003).
Indonesia telah meratifikasi UNCAC dengan UU
No 7 Tahun 2006 dan UNTOC dengan UU No 5

Tahun 2009.

Salah satu lembaga hukum yang diandalkan
olech UNCAC 2003 adalah yang dikenal
sebagai Non-Conviction Based Asset I'orfeiture
— perampasan aset pelaku kejahatan, tanpa
melalui  prosedur hukum pidana. Konsep
dasar perampasan aset ini adalah bahwa harus
dimungkinkan untuk merampas harta-kckayaan
koruptor, meskipun para koruptor ini dinyatakan
bebas oleh pengadilan karena tidak terbukti, atau
meninggal selama sidang belum selesai sebelum
putusan pengadilan berkekuatan pasti (inkracht
van gewijsde), atau terdakwa melarikan dir
ke luar negeri sebelum sidang selesai, ketiga
kemungkinan ini menyulitkan penggunaan Pasal
10 jo. Pasal-pasal 39 sampai 42 KUHP dan Pasal

194 KUHAP. Di mana terdakwa tidak dapat

Perampasan Harta Terpidana Korupsi ... (Tri Raharjanto)

dijadikan pihak dalam perkara pidana tersebut,

maka sebagai alternatif harta-kekayaannya
yang menjadi sasaran perampasan dan harus
dapat diajukan ke pengadilan. Konsep yang
dipergunakan adalah gugatan terhadap benda (in
rem action) sebagai lawan dari gugatan terhadap

person/manusia (action in personam,).

Konstruksi ~ hukuwmnya  adalah  untuk
menggugatnya sebagai aset/harta yang “secara
hukum tercemar” (legally tainted), karena
terdakwa dalam sidang pengadilan tidak dapat
membuktikan bahwa dia telah memiliki harta-
kekayaan tersebut secara sah menurut hukum,
karena itu kuat dugaan bahwa asct tersebut adalah
hasil kejahatan korupsi. Salah satu asas utama
dalam hukum pidana adalah siapa yang menuduh/
mendakwa dialah yang membuktikan

tuduhan/dakwaannya. Asas int adalah pelengkap

harus

dari asas “praduga tidak bersalah”. Namun,
pcmbalikan beban pembuktian sama sekali tidak
berhubungan dengan kedua asas tersebut. Kedua
asas di atas berhubungan dengan kesalahan
seorang Terdakwa padahal dalam pembuktian
terbalik yang dipermasalahkan adalah kesahan/
sahnya pemilikan asct/barang/harta-
yaitu terdakwa/koruptor

suatu
kckayaan, apakah
dapat menjelaskan prosedur pemilikannya atas
aset tersebut. Jika tidak, maka aset tersebut
harus dianggap ‘“‘cacat sccara hukum” prosedur
pemilikannya dan karena itu dianggap “aset yang
tercemar secara hukum (legallv tainted property).
Aset koruptor seperti ini, melalui prosedur “NCB
Asset Forfeiture” ,yailu gugatan in rem dalam
pengadilan perdata, dimintakan putusan hakim
untuk dinyatakan menjadi milik-negara. Koruptor
tersebut, seandainya pun ia bebas, meninggal
atau melarikan diri ke luar ncgeri, harus dianggap
melalui “aset-tercemar” itu (clah melakukan
“illicit

haram.

enrichment” memperkaya-diri  secara

Prosedur di atas adalah relatif sederhana,
kalau aset/harta tcrsebut terdapat di dalam negeri,
bilamana aset/harta berada di luar negeri dalam hal
inilah pentingnya perjanjian-bilateral/multilateral
MLA (Mutual Legal Assistance). Melalui
perjanjian MLA ini Indoncsia dapat meminta
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bantuan dalam merampas aset/harta koruptor
Indonesia yang dilarikan atau di disimpan di luar
negeri. Salah satu prosedur yang di bayangkan
oleh PBB adalah melalui StAR (Stolen Asset
Recovery) [nitiative yang diluncurkan Juni 2007,
Inisiatit StAR ini adalah dari Kelompok Bank
Dunia. Tujuannya adalah mencari dan memberi
bantuan kepada negara-negara berkembang dalam
pengembalian aset-curian hasil korupsi pejabat
ncgara yang dilarikan ke luar ncgeri. Salah satu
kesulitan dalam pelaksanaan MLA dan StAR ini
adalah perbedaan dalam sistem hukum ncgara-
negara yang terlibat negara-peminta dan negara-
pemberi bantuan.

Indonesia masih mempunyai masalah yang
lain lagi yaitu di samping sistem hukum yang
berbeda, timbul keragu-raguan pengadilan di luar
ncgeri tentang telah berlangsungnya due process
of law dalam cara kita mengadili scorang koruptor
atau asct/hartanya misalnya tentang “judicial
independency” dan “peradilan in absentia”.
Pengembalian aset korupsi juga tidaklah mudah
dan mcmakan waktu lama. Contoh Philipina
dalam upaya pengembalian aset mantan Presiden
Marcos yang di”parkir” Amerika Serikat dan
Eropa. Di Swiss proses melepas uvang di Bank
dunulai tahun 1986 dan berhasil ditransfer ke
Philipina tahun 2003.

Limumnya uang curian ini disimpan di pusat-
pusat finansial di negara-negara maju, tidak
mudah bagi Negara melepaskan harta kckayaan
terkait
negaranya tersebut. Diperlukan proses hukum

yany dengan perckonomian warga
mclalut peradilan negara tersebut yang akan
menilai proses hukum yang telah berlangsung
di Tudonesia, yang diajukan sebagai bagian dari
bukli

“innocent owner” pihak ketiga beriktikad baik

Perlawanan dari pihak ketign  scbagai

Juga harus diperhitungkan.

MEKANISME HUKUM PERAMPASAN
HARTA PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF
HUKUM
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Mekanisme Perampasan Harta Pelaku
Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan
Perdata

Menurut hukum proses pemberantasan
korupsi dapat dilakukan melalui jalur gugatan
perdata, apabila ditemukan dikemudian harinya
pada

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, suatu

saat scbelum atau sesudah putusan
aset dianggap perlu dan harus menempuh jalur
hukum keperdataan, maka Komisi Pemberantasan
Korupsi akan melimpahkan perkaranya kepada
Kejaksaan agar berkerjasama dalam pengembalian
aset. Hal ini didasari atas kewenangan kejaksaan
sebagai pengacara negara atas aset tersebut.
Pengembalian aset tindak pidana korupsi melalui
jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan
pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat
(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999
jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 bahwa
“dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat
bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi
tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara
nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka
penyidik secgera menycrahkan berkas perkara
hasil penyidikan tersebut kepada jaksa Pengacara
Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk
mengajukan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diperoleh bukan karcna tindak pidana korupsi,
harta benda terscbut dianggap diperoleh juga
dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang
memutuskan scluruh atau sebagian harta benda
tersebut dirampas untuk negara.

Tuntutan  perampasan  harta benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan
oleh penuntut umum pada saat membacakan
tuntutannya pada perkaca pokok.,” serta ketentyan
dari Pasal 20 UNCAC 2003, Pasal 3 Bulir 2
UNCAC 2003 makna “Kerugian Negara” tunduk
pada konslitusinya dan prinsip-prinsip dasar dari
sistem hukumnya, sctiap negara peserta wajib
mengadopsi tindakan-tindakan legeslatif dan
tindakan-tindakan yang lain sejauh diperlukan
untuk menetapkan scbagai suatu tindak pidana,

bila dilakukan dengan sengaja, mempcrkaya



secara tidak sah, yaitu suatu kenaikan yang berarti
dari aset-asct scorang pcjabat publik yang tidak
dapat dijelaskan sccara masuk akal berkaitan
dengan pendapatannya yang sah”. Pasal 3 ayat 2
UNCAC 2003 dinyatakan bahwa ”dalam rangka
melaksanakan konvensi ini, tidak perlu, kecuali
ditentukan dalam konvensi ini, bahwa kejahatan-
kejahatan yang ditentukan dalam konvensi ini
mengakibatkan kerugian negara atau kerusakan
pada kekayaan ncgara, kecuali ditentukan lain
dalam konvensi ini.

Prosedur beracara perdata akan diterapkan
kejaksaan dengan mecrujuk kepada ketcntuan
perundang-undangan  beracara
dikenal dalam KUHAPerdata. Perdata yang
berkaitan dengan subjck hukum perdata dan

pidana atau

objek keperdataan dengan suatu sengketa akan
mengarah pada ketentuan dalam KUHAPerdata
beserta ketentuvan  Khusus
hukum perdata. Menurut Purwaning M. Yanuar

lainnya dalam
, pengajuan gugatan pcrdata dinilai seperti
senjata yang sangat ampuh untuk langsung
menyerang para pelaku tindak pidana dalam
upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana
korupsi selain mendapatkan hukuman pidana.
Hal tersebut harus dilaksanakan apabila aset yang
disebutkan dalam putusan scbelumnya melalui
jalur pidana, lidak secbanding dengan aset yang
telah dikorupsi, atau ditemukan lagi adanya aset
lain yang belum terindikasi scbagai hasil tindak
pidana korupsi. Upaya melalui jalur gugatan
perdata dapat memberikan hasil yang signifikan
dalam pengembalian assct.

Mekanisme Perampasan Harta Pelaku
Tindak Pidana Korupsi Tanpa Mela-
lui Gugatan Dalam Upaya Pengembalian
Kerugian Ncgara

Pada dasarnya, yang dikenal dalam sistem
hukum pemidanaan di Tndonesia, antara lain
yakni dalam UU Pemberantasan Tipikor adalah
perampasan barang bergerak yang berwujud atau
yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak
(perampasan aset) yang merupakan hukuman
tambahan dari pidana pokok berupa pidana
penjara dan/atau benda. Oleh karena itu, sifat
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dari perampasan aset ini adalah sanksi/hukuman
tambahan yang discrtai dengan sanksi pidana
lainnya, bukan perampasan aset tanpa pemidanaan.
Akan tetapi, dalam Perma No. | Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain, dapat
dilakukan perampasan aset yang tidak diketahui
siapa pemiliknya dan dicurigai merupakan hasil
tindak pidana pencucian uang.

Mengenai perampasanaset tanpa pemidanaan,
hal ini diterapkan di beberapa negara. Dalam
artikel perlunya aturan Illicit Enrichment untuk
menegah korupsi, dikatakan oleh Yunus Husein
bahwa dalam penerapan illicit enrichment (IE) di
Australia dan beberapa negara lain, perampasan
asct dilakukan tanpa pemidanaan. Pcrampasan
itu dikenakan terhadap aset yang tak dapat
dibuktikan pelaku dengan pembuktian beban
terbalik, tanpa dilakukan pemidanaan. Dari sini
dapat disimpulkan sementara babwa perampasan
aset tanpa pemidanaan adalah hukuman yang
dijatubkan kepada pelaku tindak pidana yang
mana asctnya dapat dirampas oleh negara tanpa
orang lersebut dijatuhi pidana penjara dan/atau
denda.

Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Tanpa Melalui Proses Pidana

Pengembalian aset melalut perampasan aset
tanpa peinidanaan atau dikenal istiluh luinnya

sebagai  Non-Conviction Based —mcrupakan
perampasan aset tanpa adanya pemidanaan

Perampasan Aset NCB merupakan
hasil  dan

pelaku.
alat penting untuk memulihkan
merupakan

instrumentalisasi ~ korupsi.  Ini

yang
penahanan, perampasan dan perampasan  aset

mekanisme sah dalam mclaksanakan
curian tanpa perlu adanya pemidanaan kcjuhatan,
karecna ini merupakan escnsial keberhasilan
pemulihan aset ketika dihadapkan pada situasi
pelaku kejahatan telah meninggal dunia, telah
melarikan diri dari yurisdiksinya, kebal terhadap
investigasi atau penuntutan, atau intinya terlalu
kuat untuk dituntut. Bahkan jumlah yurisdiksi
telah rezim

bertambah  dalam  mendirikan
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Permapasan Aset NCB dan rezim-rezim demikian
telah dirckomendasikan pada tingkat wilayah dan
multilateral olch scjumtah organisasi. Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi
(UNCAC) mengundang negara-negara untuk
mempertimbangkan izin bagli perampasan asct
NCB terhadap aset curian apabila pihak yang
melakukan kejahatan tidak dapat dituntut.

Lebih lanjut Theodore S. Greenberg dkk
StAR ini
peranan penting tcrmasuk bagi Indonesia yang
dapat membantu dalam hal menghasilkan dan

menjelaskan  keberadaan memiliki

menyebarkan pengetahuan mengenai pemulihan
aset dan mendukung pelaksanaan langkah-langkah
yang mengurangi hambatan untuk pemulihan aset.
StAR ini pula dapat mendukung upaya nasional
untuk
untuk pemulihan aset, scperti rezim perampasan

membangun  kapasitas  kelembagaan
yang efektif atau kapasitas untuk menanggapi
serta mengajukan permintaan bantuan hukum
timbal balik internasional yang disertai dengan
pemantauan dana yanyg tclah dipulihkan apabila
diminta oleh pihak berwenang. Secara umum,
perampasan asel tanpa pemidanaan merupakan
tindakan yang terpisah duri setiap proses peradilan
pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda
tersebut hasil dari tindak pidana.

Perampasan asct lanpa pemidanaan dapat
berguna dalam Dberbagai kepentingan hukum,
terutama ketika pcrampasan pidana tidak
memungkinkan atau idak tersedia. Keadaan
lainnya yang
memanfaatkan

dapat mendukung dan dapat
adalah
buronan.

kontcks ini apabila

pelanggar  merupakan Hukuman
pidana tidak memungkinkan apabila terdakwa
merupakan buronan. Pclanggar telah tiada atau
meninggal dunia scbelum adanya penghukuman,
kematian

mengakhirt  suatu proses peradilan

pidana. Pclanggar scdemikian  berkuasanya
sehingga penyelidikan atau penuntutan pidana
tidak tidak  memungkinkan.

Pelanggar tidak dikenal dan asetnya ditemukan

realistis  atuu
misalkan, aset ditemukan dalam tangan scorang
kurir yang tidak torlibat dalam pelanggaran
pidana. Apabila aset tersebut diperoleh dari suatu
tindak kejahatan, seorang pemilik atau pelanggar

112

mungkin tidak berkeinginan untuk menghadapi
proses peradilan perdata pemulihan, dikarenakan
khawatir ini akan menuju kesuatu penuntutan
pidana. Keraguan demikian sangat mcmpersulit
penuntutan pidana terhadap scorang pelanggar,
bahkan tidak mungkin. Situasi di mana harta
benda yang berkaitan dipegang olch pthak ketiga
yang tidak dituntut dengan pelanggaran kecjahatan
namun, menyadari atau membutakan diri terhadap
fakta bahwa harta benda terscbut udalah hasil
kejahatan. Meskipun perampasan pidana tidak
dapat mcncapai harta benda yang dipcgang oleh
pihak ketiga yang bonafid, perampasan aset tanpa
pemidanaan dapat menyita harta benda dari pihak
ketiga tanpa pembelaan yang bonalid pula. Dapat
juga suatu situasi, apabila tiada bukti yang layak
untuk melanjutkan dengan penuntutan pidana.

Menurut Lilik Mulyadi
secara sukarela merupakan bentuk prosedur lain

pengembalian aset

dalam pengembalian aset yang sccara langsung
discrahkan oleh pelaku tindak pidana korupsi
atas putusan yang telah berkckuatan hukum
tetap. IKomisi Pemberantasan Korupsi dengan
jelasnya menyebutkan suatu pengembalian aset itu
tidak dapat dilakukan dengan cara mencicil atau
angsuran. Terdapat jalur pendekatan lain yaitu jalur
politik atau administratif melalui upay: diplomatik,
dan diskusi atau negosiasi bilatcral. Pendckatan ini
lamban, tidak praktis, sangat bergantung kepada
itikad baik, dan tidak menjamin kemandirian pihak
bank. Masalah pengembualian asct scbenarnya
mcrupakan salah satu kejahatan yang mecrupakan
kejahatan lintas negara. Sudah pasti bahhwa apabila
kita  berbicara mengenai lintas ncgura, maka
persvalan pengembalian asct akan menyangkut
mengenai  kedaulatan  negara.  Sccara  historis
pembentukan UNCAC 2003 dalam Pasal 51
hingga Pasal 59 banyak negara yany pro dan kontra
menyangkut mengenai persoalan suatu kedaulatan
ncgara. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut hanya
mengetur mengenai mekanisme, bentuk kerjasama,
proscs pembekuan, dan pengembalian asetnya.
Tersiral dalam pembukaan BAB V UNCAC 2003
ada kata-kata ‘... in accordance with its domestic
law...” artinya sudah mempersoalkan mengenai

masalah kedaulatan suatu negara.
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KESIMPULAN Saran

1) Harta dari hasil korupsi scseorang yang 1) Upaya pengembalian aset hasil korupsi
terbukti melakukan tindak pidana  korupsi mengharuskan mempertimbangkan mengam-
dapat dirampas untuk kepentingan Negara. bil tindakan-tindakan yang dianggap pcrlu
Pengembalian aset negara dari hasil tindak sehingga perampasan aset hasil korupsi
pidana korupsi tidak mudah untuk dilakukan. dimungkinkan tanpa proses pidana dalam
Pengembalian aset menjadi issuc penting kasus-kasus di mana pelanggar tidak dapat
karena pencurian aset ncgara dilakukan dituntut dengan alasan kematian, pelarian
olch orang-orang yang pernah berkuasa atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus

merupakan masalah serius. Di Tndonesia, yang lainnya.

korupsi telah menycbabkan kerugian besar ~ 2) Upaya pemberantasan korupsi penting untuk
dari keuangan negara. memiliki  peraturan  perundang—undangan
yang cukup fleksibel mengikuti perubahan

2) Mekanisme atau prosedur yang dapat )
. . zaman. Mckanisme hukum perampasan asct
diterapkan untuk proses pengembalian aset ] i .
tanpa tuntutan pidana sesuai dengan Konvensi
PBB Anti Korupsi Tahun 2003 dapat
digunakan untuk meningkatkan efektifitas

dan efisiensi pcrampasan aset tindak pidana.

hasil tindak pidana korupsi dapat berupa;
pengembalian aset melalui jalur pidana,
perdata, administrasi atau politik. Mckanisme

proses pengembalian aset hasil tindak pidana .
Mengingat pcrampasan aset merupakan

. gug p
korupsi dalam penegakan hukum  dapat . .
bagian penting dalam  pencegahan dan

. . =) o =]

melalui perampasan asct tanpa pemidanaan ) ‘ . -
‘ pemberantasan tindak korupsi, dan dengan
de ali ascl  sccara  su . .
an - pengembalian  as ara sukarela pertimbangan akan kebutuhan perangkat

Untuk mengembalian asct hasil tindak pidana hukum yang memadai dalam memerangi

korupsi apabila diharuskan  menempuh tindak pidana korupsi yang efektifitas,

jalur di luar pidana maka kejaksaan selaku pemerintah perlu mendorong pembahasan

pengacara negara menerapkan mekanisme RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dengan
sccara perdata, administratif dan diplomast DPR menjadi prioritas dan segera disahkan
politik. dalam waktu yang tidak terlalu lama.
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